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KATA  PENGANTAR 
 

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 

Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2014 telah diselesaikan dalam 

bentuk laporan. Sadar akan kewajiban sebagai salah satu organisasi / instansi di 

Negara Republik Indonesia, sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 dan Surat 

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 482-1/SEK/KU.01/II/2013 tanggal 28 

Nopember 2013, maka penyusunan laporan ini dibuat sebagai tanggung jawab 

kami. 

Kami menyadari bahwa di dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh 

karena itu kritik dan saran untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan 

LAKIP pada tahun yang akan datang sangat diharapkan. 

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan 

Tinggi Agama Banjarmasin dan senantiasa mendapat ridha dari Allah SWT, Amin. 

                                                      

      Banjarmasin,     Pebruari 2015 

                                                    Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, 

      Ketua, 

 

 

 
Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H. 

 

 



ii 
 

DAFTAR ISI 
 

Kata Pengantar  ...........................................................................................................  i 

Daftar Isi  .....................................................................................................................  ii 

Ikhtisar Eksekutif  ......................................................................................................... iv 

Bab I      PENDAHULUAN ...........................................................................................  1 

A. Latar Belakang  ..........................................................................................  1 

B. Tugas Pokok dan Fungsi  ..........................................................................  2 

C. Aspek Strageis  .........................................................................................  3 

D. Struktur Organisasi  ...................................................................................  5 

E. Sistematika Laporan  .................................................................................  6 

Bab II     RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA  ................................  7 

A. Rencana Strategis 2010-2014  ..................................................................  7 

     1. Visi dan Misi  .........................................................................................  7 

     2. Tujuan dan Sasaran Strageis  ...............................................................  8 

     3. Indikator Kinerja Utama  ........................................................................ 10 

     4. Program dan Kegiatan .......................................................................... 13 

B. Perjanjian Kinerja 2014  ............................................................................. 14 

     1. Rencana Kinerja Tahun 2014  ............................................................... 14 

     2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014  ............................................................. 16 

Bab III    AKUNTABILITAS KINERJA  .........................................................................   10 

A. Capaian Kinerja  ........................................................................................ 19 

     1. Capaian Tujuan dan Sasaran  ............................................................... 19 

     2. Capaian Kinerja Output  ........................................................................ 22 

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja  .................................................................... 24 



iii 
 

C. Akuntabilitas Keuangan  ............................................................................ 40 

Bab IV    PENUTUP  ...................................................................................................    41 

A. Kesimpulan  ...............................................................................................  41 

B. Saran-saran  ..............................................................................................  41 

 

LAMPIRAN 

1. Strukur Organisasi 

2. Indikator Kinerja Utama 

3. Penetapan Kinerja Tahun 2014 

4. Penetapan Kinerja Tahun 2015 

5. Rencana Kinerja Tahun 2016 

6. Review Rencana Strategis 2010 – 2014 

7. Rencana Strategis 2015 – 2019 

8. Rencana Kerja Anggaran 2014 

9. Rencana Kerja Anggaran 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



iv 
 

IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tahun 2014 

adalah laporan tahun terakhir dari Rencana Strategis 2010-2014, sesuai Instruksi 

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). 

 

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang lebih dititik 
beratkan pada transparansi pencapaian kinerja (Performance Result) dalam kurun 

waktu bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2014 yang selanjutnya 
dianalisa dan diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 

2014 yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan 

Tinggi Agama Banjarmasin tahun 2010-2014. 

 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tahun 2014 dalam melaksanakan 

tugas pokok telah menerima perkara pada tingkat banding sebanyak 48 perkara, 

ditambah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 1 perkara, sehingga perkara yang 

diproses Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tahun 2014 sebanyak 49 perkara 

yang telah diselesaikan sebanyak 47 perkara dengan sisa akhir tahun 2014 

sebanyak 2 perkara. 

 

Selanjutnya sebagai pendukung tugas pokok, Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 telah 

menetapkan 2 (dua) program kegiatan dengan anggaran yang seluruhnya 

berjumlah Rp. 19.149.858.000,- (sembilan belas miliyar seratus empat puluh 

sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Mahkamah Agung dengan pagu sebesar Rp. 18.899.222.000,- 

2. Program peningkatana manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar        

Rp. 250.636.000,- 

 

Secara umum capaian sasaran dan target telah menghasilkan kinerja yang optimal. 
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mkn  
 

 
A. Latar Belakang 

 Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah merupakan salah satu pelaksana 
kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 

perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama 

bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi 

syari’ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa 

perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang 

ekonomi syari’ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama tentunya akan makin memperkuat eksintensi keberadaan Peradilan 

Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. 

 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merupakan pengadilan tingkat 

banding bagi peradilan dibawahnya yaitu : 

1. Pengadilan Agama Banjarmasin 

2. Pengadilan Agama Banjarbaru 

3. Pengadilan Agama Martapura 

4. Pengadilan Agama Rantau 

5. Pengadilan Agama Kandangan 
6. Pengadilan Agama Negara 

7. Pengadilan Agama Barabai 

8. Pengadilan Agama Amuntai 

9. Pengadilan Agama Tanjung 

10. Pengadilan Agama Marabahan 

11. Pengadilan Agama Pelaihari 

12. Pengadilan Agama Kotabaru 

13. Pengadilan Agama Batulicin 

PENDAHULUAN BAB I 
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Sebagai organisasi tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

mempunyai visi :  

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 
YANG AGUNG”  

 
B. Tugas dan Fungsi 

1. Tugas Pokok 

Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang 
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah : 

1) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam 

tingkat Banding; 

2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili 

antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya; 

3) Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang. 

2. Fungsi 

Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

melaksanakan fungsinya sebagai berikut : 

1) Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat 

pencari keadilan; 

2) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam 

kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta; 

3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Pengadilan 

Agama yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin; 

4) Melaksanakan penyuluhan hukum dalam wilayah hukumnya. 
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C. Aspek Strategis 
1. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama mencakup hal-hal yang memang sudah 

diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang 

dikembangkan kemudian, mencakup: 

a. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Kalimantan Selatan  

b. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. merupakan unsur Muspida dan 

memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan 

Selatan 
c. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan 

mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

d. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi 

Agama Banjarmasin selaku Pengadilan Tingkat Banding 
2. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

dirinci dalam beberpa aspek: 

a. Aspek Proses Peradilan 

 Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan 
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Agama Banjarmasin 

b.  Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin belum mempunyai kewenangan 

untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan 

 Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan 

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Agama 
Banjarmasin 

c.  Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

 Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja 

d.  Aspek Sarana dan Prasarana 

 Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dari 

pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan 
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3. Peluang (Opportunities) 
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 

a.  Aspek Proses Peradilan 

 Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses 

berperkara 

 Segala informasi dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 
telah dapat diakses secara mudah melalui website sebagai bentuk 

transparansi dan keterbukaan informasi publik 

b.  Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam 

peningkatan kinerja 

 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin maupun Mahkamah Agung untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

c.  Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

 Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik 

untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin  

d.  Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 
e.  Aspek Sarana dan Prasarana 

 Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi 

Agama Banjarmasin berupa internet, website Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin 

 
4. Tantangan yang dihadapi (Threats) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat 
melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 
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a.  Aspek Proses Peradilan 

 Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa 

pengadilan  

b.  Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Personil di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin belum seluruhnya 

menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

 Masih kurangnya tenaga di bidang IT dalam mendukung pelaksanaan 
administrasi baik kepaniteraan maupun kesekretariatan 

c.  Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

 Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja 

aparat peradilan 

d.  Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman 

administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama 
Banjarmasin membutuhkan waktu lebih lama 

e.  Aspek Sarana dan Prasarana 

 Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana 

tidak sesuai dengan kebutuhan 
 

D. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan 

perundang-undangan yaitu Undang – Undang nomor 3 tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas Undang – Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005 

tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi 

Agama Banjarmasin digambarkan sebagai berikut 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2014 
 6 

 

Keterangan :  

                              = garis struktural 

                              = koordinasi 

 
E. Sistematika Penyajian 

Laporan akuntabilitas kinerja ini dibuat untuk menggambarkan 

pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama tahun 2014 

dengan bentuk sajian sebagai berikut : 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Bab I : Pendahuluan, menggambarkan tentang Pengadilan Tinggi 

Agama Banjarmasin 

Bab  II : Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, menguraikan program 

kerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama tahun 2014 
Bab   III : Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

Bab   IV : Penutup, menguraikan kesimpulan laporan akuntabilitas kinerja, 

dengan harapan adanya koreksi untuk pencapaian kinerja 

dimasa yang akan datang dengan lebih baik lagi. 

Bab   V : Lampiran. 
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A. Rencana Strategis 2010-2014 

1. Visi dan Misi 

  Rencana strategis merupakan gambaran dari rencana kerja dari 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi yang dapat dijabarkan menjadi visi 

dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

  Visi adalah gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin 

diwujudkan oleh organisasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Visi 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah :  

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

YANG AGUNG” 

Penjelasan :  

1. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menunjukkan satuan kerja 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai salah satu badan peradilan 

tingkat banding di bawah Mahkamah Agung. 

2. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, 

kemuliaan, keluhuran. 

  Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

menetapkan misi, yang merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu : 

1. Meningkatkan percepatan proses administrasi dan penyelesaian perkara. 

2. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. 
3. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan 

4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan 

  Untuk mencapai visi dan misi tersebut haruslah dilakukan dengan kerja 
keras dari semua lingkungan organisasi sehingga terwujudnya lembaga peradilan 

yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

  

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II 
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2. Tujuan dan Sasaran Strategis 

  Dalam melaksanakan visi dan misi, Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin merumuskan tujuan sebagai berikut : 

1. Terwujudnya peningkatan percepatan proses administrasi dan penyelesaian 

perkara. 

2. Terwujudnya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari 

keadilan. 

3. Terwujudnya peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan. 

4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 

 

  Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu 
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya proses pendaftaran perkara banding secara tertib dan cepat 

2. Meningkatnya penyelesaian perkara banding 

3. Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim 

4. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

5. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) 

6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan  

7. Meningkatnya kualitas pengawasan 

8. Peningkatan kualitas SDM 

 

  Sasaran yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokok, maka sasaran tersebut tercermin 

dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja. 

Sasaran Indikator Kinerja 

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan percepatan proses administrasi dan 
penyelesaian perkara 

Sasaran Strategis 1 :  Persentase perkara banding yang 
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Meningkatnya proses pendaftaran 

perkara banding secara tertib dan 

cepat 

diregistrasi melalui aplikasi SIADPTA 

Persentase penyampaian berkas perkara 
banding yang diterima dari PA pengaju 

secara lengkap 

Sasaran Strategis 2 :  

Meningkatnya penyelesaian perkara 

banding 

Persentase sisa perkara banding yang 

diselesaikan 

Persentase perkara banding yang 
diselesaikan 

Persentase perkara banding yang 

diselesaikan dalam jangka waktu 
maksimal 3 bulan 

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat 
pencari keadilan 

Sasaran Strategis 3 :  

Meningkatnya akseptabilitas putusan 
Hakim 

Persentase penurunan perkara banding 

yang diajukan upaya hukum Kasasi dan 

Peninjauan Kembali 

Sasaran Strategis 4 :  

Meningkatnya efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara 

Persentase berkas yang diajukan kasasi 

dan PK yang disampaikan secara 

lengkap 

Persentase berkas yang diregister dan 

siap didistribusikan ke Majelis  

Ratio  Majelis  Hakim terhadap perkara 

Sasaran Strategis 5 :  
Meningkatnya aksesibilitas 

masyarakat terhadap peradilan 

(access to justice) 

Persentase publikasi putusan/ 
penetapan perkara yang dapat diakses 
secara on line 

Sasaran Strategis 6 :  

Meningkatnya kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase permohonan eksekusi atas 

putusan perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap yang ditindak 
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lanjuti 

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan 
Sasaran Strategis 7 :  

Meningkatnya kualitas pembinaan 

dan pengawasan 

Persentase pengaduan masyarakat yang 

ditindak lanjuti 

Persentase temuan yang dapat ditindak 

lanjuti 

Tujuan 4 : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi 
peradilan 

Sasaran Stragegis 8 :  
Peningkatan kualitas SDM 

Persentase pegawai yang lulus diklat 
teknis yudisial 

Persentase pegawai yang lulus diklat 

non yudisial 

 
3. Indikator Kinerja Utama 
  Mahkamah Agung RI telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai 

sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada renstra dan 

RPJM Mahkamah Agung RI tahun 2012-2013. IKU ditetapkan dengan memilih 

indikator kinerja yang ada dalam renstra tahun 2010-2014 yang memiliki fokus 

perspektif sesuai dengan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. 
  Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin Nomor : W15-A/1148a/OT.01/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 tentang 

Review Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka IKU Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

 
No 

 

Sasaran 
Strageis 

 
Indikator Kinerja 

 

 
Penjelasan 

1. Meningkatnya 

proses 
pendaftaran 

perkara banding 

Persentase perkara 

banding yang 
diregistrasi melalui 

aplikasi SIADPTA 

Perbandingan antara 

jumlah perkara yang diinput 
ke dalam aplikasi SIADPTA 

dengan jumlah perkara 
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secara tertib dan 

cepat 

diterima pada tahun 

berjalan dikali 100% 

Persentase 

penyampaian berkas 

perkara banding yang 

diterima dari PA 

pengaju secara 

lengkap 

Perbandingan antara 

jumlah perkara yang 

diajukan secara lengkap 

dengan jumlah perkara 

diterima pada tahun 

berjalan dikali 100% 

2. Meningkatnya 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikana 

Perbandingan sisa perkara 

yang diselesaikan dengan 

sisa perkara yang harus 

diselesaikan 

b. Persentase 

perkara yang 

diselesaikan  

Perbandingan perkara yang 

diselesaikan dengan 

perkara yang akan 

diselesaikan (saldo awal 
dan perkara yang masuk) 

c. Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

dalam jangka 

waktu maksimal 3 

bulan 

Perbandingan perkara yang 

diselesaikan dalam jangka 

waktu maksimal 3 bulan 

dengan perkara yang harus 

diselesaikan dalam waktu 

maksimal 3 bulan (diluar 

sisa perkara) 

3. Peningkatan 
akseptabilitas 

putusan Hakim 

Persentase 
penurunan perkara 

banding yang 

diajukan upaya 

hukum Kasasi dan 

Peninjauan Kembali 

Perbandingan Jumlah 
perkara banding yang 

diajukan upaya hukum 

selama tahun berjalan 

dengan tahun sebelumnya 

dikali seratus persen 

4. Peningkatan 

efektifitas 

a. Persentase berkas 

yang diajukan 

Perbandingan antara 

berkas yang diajukan 
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pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

kasasi dan PK 

yang disampaikan 

secara lengkap 

Kasasi dan PK yang 

lengkap (terdiri dari bundel 

A dan B) dengan jumlah 

berkas yang diajukan 

Kasasi dan PK 

b. Persentase berkas 

yang diregister 

dan siap 
didistribusikan ke 

Majelis  

Perbandingan antara 

berkas perkara yang 

diterima Kepaniteraan 
dengan berkas perkara 

yang didistribusikan ke 

Majelis 

c. Ratio Majelis 

Hakim terhadap 

perkara 

Perbandingan ratio Majelis 

Hakim dibandingkan 

dengan perkara masuk 

5. Meningkatnya 

aksesibilitas 
masyarakat 

terhadap 

peradilan (access 

to justice) 

Persentase publikasi 

putusan/ penetapan 
perkara yang dapat 
diakses secara on line 

Perbandingan 

putusan/penetapan yang 
dipublikasikan di website 

dengan jumlah 

putusan/penetapan tahun 

berjalan 

6. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase 

permohonan eksekusi 

atas putusan perkara 

perdata yang 

berkekuatan hukum 
tetap yang ditindak 

lanjuti 

Perbandingan jumlah 

permohonan eksekusi yang 

ditindak lanjuti dengan 

jumlah permohonan tahun 

berjalan 

4. Meningkatnya 

kualitas 

pembinaan dan 

pengawasan 

a. Persentase 

pengaduan 

masyarakat yang 

ditindak lanjuti 

Perbandingan jumlah 

pengaduan yang 

ditindaklanjuti mengenai 

perilaku aparatur peradilan 

(teknis dan non teknis) 
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dengan jumlah pengaduan 

yang dilaporkan 

  b. Persentase 

temuan yang 

dapat ditindak 

lanjuti 

Perbandingan jumlah 

temuan yang ditindaklanjuti 

dengan jumlah temuan 

yang dilaporkan 

5. Peningkatan 

kualitas SDM 

a. Persentase 

pegawai yang lulus 
diklat teknis 

yudisial. 

Perbandingan antara SDM 

Teknis yang 
lulus/bersertifikat dengan 

jumlah yang mengikuti 

diklat 

  b. Persentase 

pegawai yang lulus 

diklat non yudisial 

Perbandingan antara SDM  

Non teknis yang 

lulus/bersertifikat diklat  

Kepemimpinan, Sertifikasi 

Pengadaan barang dan 
jasa. 

 

 
4. Program dan Kegiatan 
  Dari delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk mewujudkan visi dan misi yang 

telah ditetapkan dan membuat rincian program yang akan dilaksanakan sebagai 

berikut :  

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 
Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis bagi 

Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. 

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung. 

Pada program ini kegiatannya berupa  

a. Pembayaran gaji dan honorarium pegawai 
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b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 

c. Pelayanan pubik atau birokrasi 
 

 

B.  Perjanjian Kinerja 2014 
1.  Rencana Kinerja Tahun 2014 
  Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber 

daya yang dikelolanya. 

  Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen 

antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran 
keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan 

tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

  
No 

 
Sasaran Strageis 

 
Indikator Kinerja 

 
Target 

1. Meningkatnya proses 

pendaftaran perkara 

banding secara tertib 
dan cepat 

Persentase perkara banding 

yang diregistrasi melalui aplikasi 

SIADPTA 

100% 

Persentase penyampaian 

berkas perkara banding yang 

diterima dari PA pengaju secara 

lengkap 

100% 

2. Meningkatnya 

penyelesaian perkara 

a. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikana 
100% 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan  
100% 

c. Persentase perkara yang 

diselesaikan dalam jangka 

waktu maksimal 3 bulan 

100% 
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3. Peningkatan 

akseptabilitas putusan 

Hakim 

Persentase penurunan perkara 

banding yang diajukan upaya 

hukum Kasasi dan Peninjauan 

Kembali 

10% 

4. Peningkatan 

efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase berkas yang 

diajukan kasasi dan PK yang 

disampaikan secara lengkap 

100% 

b. Persentase berkas yang 
diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis  

100% 

c. Ratio Majelis Hakim terhadap 

perkara 
50% 

5. Meningkatnya 

aksesibilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (access to 
justice) 

Persentase publikasi putusan/ 

penetapan perkara yang dapat 
diakses secara on line 100% 

6. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase permohonan 

eksekusi atas putusan perkara 

perdata yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindak 

lanjuti 

100% 

4. Meningkatnya kualitas 

pembinaan dan 
pengawasan 

a. Persentase pengaduan 

masyarakat yang ditindak 
lanjuti 

100% 

  b. Persentase temuan yang 

dapat ditindak lanjuti 
100% 

5. Peningkatan kualitas 

SDM 

a. Persentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yudisial. 
100% 

  b. Persentase pegawai yang 

lulus diklat non yudisial 
50% 
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2.  Perjanjian Kinerja Tahun 2014 

  Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam 

Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini 

pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis 

pada tahun 2014 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai 

dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan 

dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan 

kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran 
strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja. Target kinerja 

menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk 

mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator 
kinerja utama yang bersifat outcome. 

 
  

No 
 

Sasaran Strageis 

 
Indikator Kinerja 

 
Target 

1. Meningkatnya proses 

pendaftaran perkara 

banding secara tertib 

dan cepat 

Persentase perkara banding 

yang diregistrasi melalui aplikasi 

SIADPTA 

100% 

Persentase penyampaian 

berkas perkara banding yang 

diterima dari PA pengaju secara 

lengkap 

100% 

2. Meningkatnya 

penyelesaian perkara 

a. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikana 

100% 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan  

100% 

c. Persentase perkara yang 

diselesaikan dalam jangka 

waktu maksimal 3 bulan 

100% 

3. Peningkatan Persentase penurunan perkara 10% 
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akseptabilitas putusan 

Hakim 

banding yang diajukan upaya 

hukum Kasasi dan Peninjauan 

Kembali 

4. Peningkatan 

efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase berkas yang 

diajukan kasasi dan PK yang 

disampaikan secara lengkap 

100% 

b. Persentase berkas yang 

diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis  

100% 

c. Ratio Majelis Hakim terhadap 

perkara 

50% 

5. Meningkatnya 

aksesibilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (access to 

justice) 

Persentase publikasi putusan/ 

penetapan perkara yang dapat 

diakses secara on line 

100% 

6. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase permohonan 

eksekusi atas putusan perkara 

perdata yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindak 

lanjuti 

100% 

4. Meningkatnya kualitas 

pembinaan dan 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan 

masyarakat yang ditindak 

lanjuti 

100% 

  b. Persentase temuan yang 

dapat ditindak lanjuti 

100% 

5. Peningkatan kualitas 

SDM 

a. Persentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yudisial. 

100% 

  b. Persentase pegawai yang 

lulus diklat non yudisial 

50% 
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PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : H. Ma’sum Umar, S.H., M.H. 
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 
 
Nama : Drs. H. Djafar Abdul Muchith, S.H., M.H.I. 
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 
 
Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai 

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. 
 
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
  

Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

Pihak Kedua 

      Banjarmasin, 12 Pebruari 2014 
Panitera/Sekretaris 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 
Pihak Pertama 

 
 

Drs. H. Djafar Abdul Muchith, S.H., M.H.I. 
NIP. 19530623.198103.1.003 

 
 

H. Ma’sum Umar, S.H., M.H. 
NIP. 19680811.199303.1.003 
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A.  Capaian Kinerja  
 1.  Capaian Tujuan dan Sasaran 

  Untuk mengetahui capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin tahun 2014 maka dilakukan dengan membandingkan antara target 

dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat 

capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

  Melihat hasil pengukuran kinerja tersebut dengan memperhatikan tugas 

pokok dan fungsi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, maka berdasarkan 

besaran pencapaian sebagian besar target indikator kinerja yang telah 

ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah dapat melaksanakan 

tugas pokok dan mencapai keberrhasilan. Untuk mengetahui secara lengkap 

capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini. 

 

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan percepatan proses administrasi dan 
penyelesaian perkara 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Sasaran Strategis 1 :  

Meningkatnya proses 

pendaftaran perkara 

banding secara tertib 

dan cepat 

Persentase perkara 

banding yang diregistrasi 

melalui aplikasi SIADPTA 

100% 100% 100% 

Persentase penyampaian 

berkas perkara banding 

yang diterima dari PA 

pengaju secara lengkap 

100% 100% 100% 

Sasaran Strategis 2 :  

Meningkatnya 

penyelesaian perkara 

Persentase sisa perkara 

banding yang diselesaikan 
100% 100% 100% 

Persentase perkara 100% 97,92% 97,92% 

BAB III                AKUNTABILITAS KINERJA 
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banding banding yang diselesaikan 

Persentase perkara 
banding yang diselesaikan 

dalam jangka waktu 

maksimal 3 bulan 

100% 100% 100% 

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat 
pencari keadilan 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Sasaran Strategis 3 :  

Meningkatnya 
akseptabilitas 

putusan Hakim 

Persentase penurunan 

perkara banding yang 

diajukan upaya hukum  

Kasasi dan Peninjauan 

Kembali 

10% 18% 180% 

Sasaran Strategis 4 :  

Meningkatnya 
efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

Persentase berkas yang 

diajukan kasasi dan PK 
yang disampaikan secara 

lengkap 

100% 72,22% 72,22% 

Persentase berkas yang 

diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis  

100% 100% 100% 

Ratio  Majelis  Hakim 

terhadap perkara 50% 41,67% 83,34% 

Sasaran Strategis 5 :  
Meningkatnya 

aksesibilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (access to 

justice) 

Persentase publikasi 
putusan/ penetapan 

perkara yang dapat 

diakses secara on line 
100% 100% 100% 

Sasaran Strategis 6 :  

Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

Persentase permohonan 

eksekusi atas putusan 

perkara perdata yang 

100% 0% 0% 
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putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap 

yang ditindak lanjuti 

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
Sasaran Strategis 7 :  

Meningkatnya 

kualitas pembinaan 

dan pengawasan 

Persentase pengaduan 

masyarakat yang ditindak 

lanjuti 

100% 100% 100% 

Persentase temuan yang 

dapat ditindak lanjuti 
100% 100% 100% 

Tujuan 4 : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Sasaran Stragegis 8 :  

Peningkatan kualitas 

SDM 

Persentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yudisial 
100% 100% 100% 

Persentase pegawai yang 

lulus diklat non yudisial 
50% 28% 56% 

 

Sesuai uraian kinerja sasaran strategis di atas dari capaian 16 indikator kinerja 

dan jika dikaitkan dengan kinerja tujuan strategis maka dapat disimpulkan bahwa 

sampai dengan tahun 2014 bahwa dukungan atas kinerja tujuan strategis adalah 

sebagai berikut :  

1. Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan percepatan proses administrasi dan 

penyelesaian perkara, didukung dengan sasaran strategis 1 : Meningkatnya 
proses pendaftaran perkara banding secara tertib dan cepat dengan capaian 

100% dan sasaran strategis 2 : Meningkatnya penyelesaian perkara banding 

dengan capaian 99,31%. 

2. Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat 

pencari keadilan, didukung dengan sasaran strategis 3 : Meningkatnya 

akseptabilitas putusan Hakim dengan capaian 180%, sasaran strategis 4 : 

Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan capaian 

85,19%, sasaran strategis 5 : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap 
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peradilan (access to justice) dengan capaian 100% dan sasaran strageis 6 : 

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan capaian 100%. 

3. Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan, 

didukung dengan sasaran strategis 7 : Meningkatnya kualitas pembinaan dan 

pengawasan dengan capaian 100%. 

4. Tujuan 4 : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan, 

didukung dengan sasaran strategis 8 : Peningkatan kualitas SDM dengan 

capaian 69%. 

 
 2.  Capaian Kinerja Output 

  Selain indikator kinerja di atas, Kinerja Indikator Output Pengadilan 

Tinggi Agama Banjarmasin juga diindikasikan dengan 16 indikator output yang 

mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis. Capaian atas Indikator 

Output Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang disajikan menurut 

dukungannya pada kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat 

pada tabel berikut ini: 

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan percepatan proses administrasi dan 
penyelesaian perkara 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Sasaran Strategis 1 :  

Meningkatnya proses 

pendaftaran perkara 

banding secara tertib 

dan cepat 

Perkara banding yang 

diterima dan diregistrasi 

melalui aplikasi SIADPTA 

43 48 111,62% 

Penyampaian berkas 

perkara banding yang 

diterima dari PA pengaju 

secara lengkap 

43 48 100% 

Sasaran Strategis 2 :  

Meningkatnya 

penyelesaian perkara 

banding 

Perkara banding yang 

diselesaikan 
43 47 97,92% 

Perkara banding yang 

diselesaikan dalam jangka 
43 47 100% 
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waktu maksimal 3 bulan 

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat 
pencari keadilan 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Sasaran Strategis 3 :  

Meningkatnya 

akseptabilitas 
putusan Hakim 

Perkara banding yang 

tidak diajukan upaya 

hukum  

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

 

 

 

40 

45 

 

 

 

34 

47 

 

 

 

103,34% 

105,26% 

Sasaran Strategis 4 :  

Meningkatnya 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

Berkas yang diajukan 

kasasi dan PK yang 

disampaikan secara 

lengkap 

18 15 72,22% 

Berkas yang diregister dan 

siap didistribusikan ke 

Majelis  

43 48 100% 

Sasaran Strategis 5 :  

Meningkatnya 

aksesibilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (access to 
justice) 

Publikasi putusan/ 

penetapan perkara yang 
dapat diakses secara on 

line 
43 47 100% 

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
Sasaran Strategis 7 :  

Meningkatnya 

kualitas pembinaan 

dan pengawasan 

Laporan pengaduan 

masyarakat yang ditindak 

lanjuti 
2 6 100% 
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B.  ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 
Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah 

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh 

capaian tujuan yang telah dilaksanakan akan diuraikan dalam capaian sasaran 

dapat dilihat, sebagai berikut :  

 
1 Meningkatnya proses pendaftaran perkara banding secara tertib dan cepat 

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 

dua indikator, yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Persentase perkara banding yang 

diregistrasi melalui aplikasi SIADPTA 
100% 100% 100% 

Persentase penyampaian berkas 

perkara banding yang diterima dari 

PA pengaju secara lengkap 

100% 100% 100% 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam 
tahun 2014 telah tercapai 100%, adapun rincian yang  sebagai berikut : 

a. Perkara banding yang diregistrasi melalui aplikasi SIADPTA 

Aplikasi SIADPTA Plus sebagai pendukung pelaksanaan administrasi perkara di 

Pengadilan tingkat banding telah diterapkan di Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin. Dari 48 perkara banding yang diterima pada tahun 2014 telah 

diregistrasi melalui aplikasi SIADPTA Plus sebanyak 48 perkara, sehingga nilai 
realisasi adalah 100%. 

b. Penyampaian berkas perkara banding yang diterima dari PA pengaju secara 

lengkap. 

Dari 48 berkas perkara banding yang diajukan oleh Pengadilan Agama 

sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah diterima secara tertib 

dan lengkap.  
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2 Meningkatnya penyelesaian perkara 

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 

tiga indikator, yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Persentase sisa perkara banding 

yang diselesaikan 
100% 100% 100% 

Persentase perkara banding yang 

diselesaikan 
100% 97,92% 97,92% 

Persentase perkara banding yang 

diselesaikan dalam jangka waktu 

maksimal 3 bulan 

100% 100% 100% 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam 

tahun 2014 telah tercapai walaupun perkara tidak dapat diselesaikan 100%, adapun 

rincian yang  sebagai berikut : 

a. Penyelesaian sisa perkara 

Sisa perkara tahun 2013 yang belum diselesaikan dan menjadi sisa awal untuk 
tahun 2014 adalah 1 perkara, dan perkara tersebut telah diselesaikan pada 

tahun 2014 sehingga nilai capaian untuk indikator sisa perkara yang 

diselesaikan adalah 100% 

b. Penyelesaian perkara 

Persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim merupakan indikator 

peningkatan frekuensi penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan 
Tinggi Agama Banjarmasin. Untuk penyelesaian perkara pada tahun 2014, 

dengan sisa tahun 2013 sebanyak 1 perkara dan diterima sebanyak 48 perkara, 

telah diputus sebanyak 47 perkara dan menyisakan 2 perkara. Pada  tahun 

2014 ukuran kinerja dalam penyelesaian perkara mengalami penurunan 

sebesar 6,00% bila dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 

2013 yang menyisakan 1 perkara, dari 4 sisa perkara tahun 2012 dan 47 

perkara yang diterima tahun 2013 berhasil diputus sebanyak 50 perkara. Nilai 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2014 
 26 

realisasi penyelesaian perkara pada tahun 2014 adalah sebesar 97,92% dari 

target penyelesaian perkara 100% dari seluruh perkara yang diterima. Meskipun 

tidak mencapai target penuh, namun hal tersebut masih merupakan realisasi 

yang tinggi. 

c. Percepatan penyelesaian perkara 

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan 

Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat 5 

(lima) bulan dan untuk tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan. 
Sedangkan untuk percepatan penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat 

Banding maksimal 3 bulan pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat 

dicapai 100% 

Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 ternyata mengalami kenaikan sebesar 

2,13%  jika dibandingkan pada tahun 2013. Adapun keadaan perkara  pada tahun 

2013 dan 2014 digambarkan pada tabel berikut ini: 
 

KEADAAN PERKARA  
TAHUN  2013 - 2014 

Jenis Perkara 
Sisa 
Awal 

Masuk Putus 
Sisa 
Akhir 

Cerai Gugat 2 17 19 - 

Cerai Talak 1 15 16 - 

Harta Bersama 1 6 6 1 

Penguasaan Anak - 1 1 - 

Kewarisan  8 8  

Jumlah 4 47 50 - 
 

KEADAAN PERKARA  
TAHUN  2014 

Jenis Perkara 
Sisa 
Awal 

Masuk Putus 
Sisa 
Akhir 

Cerai Gugat - 28 27 1 

Cerai Talak - 9 8 1 

Harta Bersama 1 3 4 - 
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Kewarisan - 5 5 - 

Pembatalan Hibah - 1 1 - 

Penc. Kekuasaan Wali - 1 1 - 

Lain-lain - 1 1 - 

Jumlah 1 48 47 2 
 

PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA 
TAHUN 2013 DENGAN 2014 

Jenis Perkara  2013 2014 
Cerai Gugat 17 28 

Cerai Talak 15 9 

Harta bersama 6 3 

Penguasaan Anak 1 - 

Penc.Kekuasaan Wali - 1 

Kewarisan 8 5 

Pembatalan Hibah - 1 

Lain-lain - 1 

Jumlah 47 48 
 
 

PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS 
TAHUN 2013 DENGAN 2014 

Jenis Perkara  2013 2014 
Cerai Gugat 19 27 

Cerai Talak 16 8 

Harta bersama 6 4 

Penguasaan Anak 1 - 

Penc. Kekuasaan Wali - 1 

Kewarisan  8 5 

Pembatalan Hibah - 1 

Lain-lain - 1 

Jumlah 50 47 
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Keadaan perkara sebagaimana yang digambarkan tersebut diatas setiap bulannya 

telah dilaporkan  ke Direktorat  Jenderal Badan Agama Cq. Direktorat Pembinaan  

Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI  sehingga dapat diketahui 

tentang keadaan tingkat penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Tinggi 

Banjarmasin dan dengan adanya publikasi data ini diharapkan selain meningkatkan 

transparasi, juga bisa menjadi tolok ukur kedepan bagi Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin dalam menyelesaikan perkara, sebagai bahan perbandingan dalam 

kinerja  penyelesaian perkara dapat kita lihat dalam grafik  sebagai berikut : 

 
GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA 

TAHUN 2013 DENGAN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat hasil analisis kinerja dalam penyelesaian 

perkara  pada tahun 2014 jika dibandingkan tahun 2013 terdapat sedikit penurunan 

6,00%, Sedangkan volume perkara yang diterima pada tahun 2014 mengalami 

peningkatan sebesar 2,13% jika dibandingkan pada tahun 2013.  

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini  terdapat 

3 indikator yaitu Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi dan 

Peninjauan kembali. 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 
Persentase penurunan perkara 10% 18% 180% 

3 Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 

4

47
50

1 1

48 47

2

2013 2014

Sisa tahun Lalu Diterima Diputus Sisa
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banding yang diajukan upaya hukum 

Kasasi dan Peninjauan Kembali 

Kasasi adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan 

Pengadilan tingkat banding yaitu pengadilan Tinggi dan dapat diajukan dalam 

tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak 
dan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat pertama yang 

memutuskan perkara tersebut. 

Pada tahun 2014, perkara yang diajukan upaya hukum kasasi dari Pengadilan 

Tingkat Pertama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan telah 

diregistrasi oleh Mahkamah Agung adalah sebanyak 18 perkara. Terdapat 

penurunan sebesar 18% jika dibandingkan dengan perkara kasasi tahun 2013 22 

perkara. 

Berdasarkan indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat bahwa prosentase 

penurunan upaya hukum kasasi yang ditargetkan sebanyak 10% namun terealisasi 
sebanyak 18% sehingga terdapat capaian 180% 

PERBANDINGAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PK 
TAHUN 2013 DENGAN 2014 

Upaya Hukum  2013 2014 Penurunan 

Kasasi / Peninjauan 

Kembali 
22 18 18% 

 
GRAFIK PENURUNAN UPAYA HUKUM 

TAHUN 2013 DENGAN 2014 

 
 

 

 

 

 

 
22

18

2013

2014

Upaya Hukum
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Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran peningkatan 

efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdapat 3 indikator yaitu. 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 
Persentase berkas yang diajukan 

kasasi dan PK yang disampaikan 

secara lengkap 

100% 72,22% 72,22% 

Persentase berkas yang diregister 

dan siap didistribusikan ke Majelis  
100% 100% 100% 

Ratio  Majelis  Hakim terhadap 

perkara 50% 41,67% 83,34% 

a. Berkas perkara kasasi dan PK  

Dalam pengajuan upaya hukum Kasasi dari Pengadilan Tingkat Pertama di 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dari 18 berkas perkara 
yang dikirimkan, masih terdapat teguran dikarenakan adanya kekurangan 

kelengkapan dan dokumen elektronik pada 5 berkas perkara kasasi yang 

diajukan. 

Berdasarkan indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat bahwa Persentase 

berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 

ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 72,22% sehingga capaian kinerja 

sebesar 72,22%. 

b. Registrasi dan pendistribusian berkas perkara banding 

Berkas perkara banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

pada tahun 2014, dari 48 perkara diterima telah seluruhnya diregistrasi dan 

dibagikan ke Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. 
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 

ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 

100%. 

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 

4 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 
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Dari 48 jumlah perkara diterima, dengan jumlah Hakim Tinggi sebanyak 20 

termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang dibagi ke dalam 7 Majelis Hakim. Dapat 

diukur rasio perbandingan Majeils Hakim terhadap jumlah perkara yang diterima 

selama tahun 2014, yakni dengan target 50% berhasil dicapai 41,67% sehingga 

capaian sebesar 83,34%. 

 

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan menggambarkan kemudahan bagi 

masyarakat pencari keadilan dalam menggapai lembaga peradilan dalam hal 

ketersediaan informasi dan publikasi putusan. Indikator yang mendukung 
tercapainya sasaran ini yaitu :  

Indikator Kinerja Target Realisasi % 
Persentase publikasi putusan/ 

penetapan perkara yang dapat 
diakses secara on line 

100% 100% 100% 

 

Dari perkara banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama 

tahun 2014 berhasil diselesaikan sebanyak 47 perkara. Dari penyelesaian tersebut 
menghasilkan produk hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berupa 

putusan/penetapan Majelis Hakim sejumlah 47 putusan dan telah dilakukan 

anonimisasi (pengaburan) sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan telah 

diupload ke website resmi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan direktori 

putusan Mahkamah Agung. 

 
PERBANDINGAN JUMLAH UPLOAD PUTUSAN  

TAHUN 2013 DENGAN 2014 

Website  
2013 2014 

Putusan Diupload Putusan Diupload 

Direktori Putusan MA 

RI 
50 50 47 47 

5 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to 

justice) 
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Portal Putusan PTA 

Banjarmasin 
50 50 47 47 

 
GRAFIK UPLOAD PUTUSAN 
TAHUN 2013 DENGAN 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran 
meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan yaitu. 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Persentase permohonan eksekusi 

atas putusan perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap yang 

ditindak lanjuti 

100% 0% 100% 

 
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar 0% merupakan perbandingan 

antara jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap. Realisasi indikator ini adalah 0% dikarenakan tidak 

terdapat permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan 

hukum tetap sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan atas permohonan eksekusi 

sebanyak 0. 

6 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

50

47
50

47

2013 2014

Putusan

Diupload

Putusan Diupload
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Bahwa fungsi manajemen yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi suatu organisasi  adalah  fungsi Pengawasan atau 

controling,dengan adanya penerapan  fungsi tersebut diharapkan seluruh 
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan 

Peradilan di bawahnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan visi dan misi 

Mahkamah Agung yang dijabarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Agama Mahkamah Agung  RI dalam Progran Unggulan sebagai berikut: 

1. Pengawasan. 

2. Peningkatan S D M. 

3. Pelayanan publik. 

4. Meja informasi. 

5. Penyelesaian perkara 
6. Pengembangan situs wibsite. 

7. Pos Bantuan hukum , sidang keliling dan prodeo. 
8. S M S Gateway ( National information repository ). 

Hakim Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI, sebagaimana Surat 

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 

1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012, diantara salah satu tugasnya 

adalah melakukan pengawasan dan pembinaan.   

Untuk menjalankan fungsi manajemen tersebut, maka Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Banjarmasin memandang perlu memberdayakan Hakim tinggi sebagai 

kawal depan Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan  reguler 

terhadap Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin dengan menerbitkan surat Keputusan Nomor :W15-

A/297/PS.01/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi 

Pembina dan Pengawas Daerah,Hakim Tinggi Pengawas Bidang Dan Hakim 
Tinggi Asisten Koordinator Pembina Dan Pengawas, yang susunannya sebagai 

berikut : 

7 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan 
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Lampiran I Surat Keputusan 
Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama 
Banjarmasin 
Tanggal : 29 Januari 2014 
Nomor : W15-
A/297/PS.01/I/2014 

 
TENTANG 

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI  
PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH 

No NAMA PENGADILAN AGAMA NAMA HAKIM TINGGI 
 Koordinator Pembina dan Pengawasan DR. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H. 

1. Pengadilan Agama Banjarmasin 1. Drs. H. Tadjuddin Noor, S.H., M.H. 

2. Drs. H. Ambo Asse, S.H., M.H.    

2. Pengadilan Agama Banjarbaru 1. Drs. H. Djaelani KH., S.H. 

2. Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H.    

3. Pengadilan Agama Martapura 1. Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H. 
2. Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H. 

4. Pengadilan Agama Marabahan 1. Drs. H. M. Ali Asyhar 

2. Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum    

5. Pengadilan Agama Pelaihari 1. Dra. Hj. Aminah Akil, S.H., M.H.    

2. Drs. H. D. Tahyuddin, S.H., M.H. 

6. Pengadilan Agama Batulicin H. Setiawan, S.H., M.H.  

7. Pengadilan Agama Kotabaru Drs. H. Nur Khazim, M.H.    

8. Pengadilan Agama Rantau 1. Drs. H. Saidi    

2. Drs. Izzuddin HM., S.H., M.H.    

9. Pengadilan Agama Kandangan 1. Dra. Hj. Ma’fufah Sidqon, M.H.    

2. Drs. H. A. Muzakki, M.H.    

10. Pengadilan Agama Negara Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.   

11. Pengadilan Agama Barabai H. Marzuqi, S.H., M.H.    

12. Pengadilan Agama Amuntai Drs. H. Muhammad Helmi, S.H.    

13. Pengadilan Agama Tanjung Drs. H. Hanafi Asyhari, S.H.    
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Lampiran II Surat Keputusan 
Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama 
Banjarmasin 
Tanggal : 29 Januari 2014 
Nomor : W15-
A/297/PS.01/I/2014 

 
TENTANG 

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI  
PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 
 

NO BIDANG PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 

NAMA 
HAKIM PENGAWAS 

1 2 3 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

Koordinator Pengawasan 
 
Bindalmin/Administrasi Peradilan 
Manajemen dan Pelayanan Publik 
Bidang Administrasi Keuangan 
Bidang Administrasi Kepegawaian  
Bidang Administrasi Umum 
 

DR. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.    
(Wakil Ketua PTA Banjarmasin) 
Drs. H. Nur Khazim, M.H.    
Drs. H. Tadjuddin Noor, S.H., M.H.    
Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.    
Drs. H. Abdul Kadir Ahmadie S.H.     
Drs. Izzuddin HM., S.H., M.H.    
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Lampiran III Surat Keputusan 
Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama 
Banjarmasin 
Tanggal : 29 Januari 2014 
Nomor : W15-
A/297/PS.01/I/2014 

 
TENTANG 

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI  
ASISTEN KOORDINATOR WILAYAH 

 
1. Penanggung Jawab  : Ketua PTA Banjarmasin  
2. Koordinator : WKPTA Banjarmasin 

 
No WILAYAH NAMA 
1 2 3 

1. 

Wilayah I 
a. PA Banjarmasin 
b. PA Banjarbaru 
c. PA Martapura 
d. PA Marabahan 

Drs. H. Ambo Asse, S.H., M.H.    

2. 

Wilayah II 
a. PA Rantau  
b. PA Kandangan  
c. PA Negara 

Dra. Hj. Ma’fufah Sidqon, M.H.    

3. 

Wilayah III  
a. PA Pelaihari 
b. PA Batulicin 
c. PA Kotabaru 

Drs. H. Nur Khazim, M.H.    

4. 

Wilayah IV 
a. PA Barabai 
b. PA Amuntai 
c. PA Tanjung 

H. Marzuqi, S.H., M.H.    

5. Wilayah V 
PTA Banjarmasin Drs. H. Tadjuddin Noor, S.H., M.H. 
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Pada sasaran ini ditandai dengan 2 (dua) indikator yaitu : Persentase pengaduan 

masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 

yang ditindaklanjuti. 

Pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai 

berikut :  

Indikator Kinerja Target Realisasi % 
Persentase pengaduan masyarakat 

yang ditindak lanjuti 
100% 100% 100% 

Persentase temuan yang dapat 

ditindak lanjuti 100% 100% 100% 

 

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100% 

dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%, begitu pula dengan 

persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan target 

100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%. 

 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai lembaga pengadilan tingkat banding 
tentunya berupaya untuk meningkatkan kemampuna teknis bagi Hakim, 

Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dilingkungan 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan 

oleh Hakim Tinggi dan pejabat, sosialisasi terhadap suatu permasalahan teknis, 

seminar serta pemecahan masalah teknis, yang kesemua kegiatan tersebut 

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan menggunakan biaya 

DIPA maupun swadaya. Selain kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Banjarmasin, juga mengikutsertakan tenaga teknis pada pendidikan dan 

pelatihan yang dilaksanakan Badan Diklatkumdil Mahkamah Agung maupun oleh 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.  

8 Peningkatan kualitas SDM 
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Selain bimbingan teknis terhadap pegawai teknis, juga dilakukan bimbingan teknis 

terhadap pegawai non teknis, yang tentunya diharapkan dapat memberikan bekal 

kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah adalah adanya peningkatan 

pengetahuan dan kwalitas sumber daya manusia dilingkungan Pengadilan Tinggi 

Agama Banjarmasin. Sehingga sasaran ini mempunyai indikator yaitu Persentase 

pegawai yang lulus diklat teknis yudisial serta persentase Persentase pegawai yang 

lulus diklat non yudisial, sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Persentase pegawai yang lulus diklat 

teknis yudisial 
100% 100% 100% 

Persentase pegawai yang lulus diklat 

non yudisial 
50% 28% 56% 

Sasaran ini ditujukan kepada sumber daya manusia yang dianggap mampu untuk 

mengembangkan diri dan menambah ilmu pengetahuan dalam rangka pengingkatan 

pengetahuan untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan yang 

di emban masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab 

masing-masing pegawai. Sehingga diharapkan adanya tenaga yang professional. 

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. berupa 7 kegiatan yaitu: 

1. Pembinaan Teknis dan Administrasi Judisial yang diikuti oleh Wakil Ketua, 

Hakim Tinggi dan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, 

Ketua dan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan 

dengan jumlah 53 orang. 

2. Sertifikasi Hakim Perkara Ekonomi Syariah Peradilan Agama dengan jumlah 5 

orang yang terdiri dari 2 orang Hakim Tinggi, 2 orang Ketua Pengadilan Agama 

dan 1 orang Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. 

3. Bimbingan Teknis Ekonomi Syariah yang diikuti oleh 2 orang Hakim Tinggi 

4. Bimbingan Teknis Ekonomi Syariah yang diikuti oleh para Hakim dilingkungan 

Peradilan Agama se Kalimantan Selatan dengan jumlah 41 orang terdiri dari 2 

orang Hakim Tinggi dan 39 orang Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. 
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5. Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan Gelombang I yang diikuti oleh 6 

orang Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. 

6. Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan I yang diikuti oleh 

Panitera Sekretaris dari Pengadilan Agama Martapura. 

7. Bimbingan Teknis Panitera Pengganti/ Jurusita, Jurusita Pengganti yang diikuti 

oleh para Panitera Pengganti/ Jurusita, dan Jurusita Pengganti dilingkungan 
peradilan agama se Kalimantan Selatan dengan jumlah 52 orang yang terdiri 

dari 12 orang Panitera, 1 orang Wakil Panitera, 1 orang Wakil Sekretaris, 3 

orang Penitera Muda, 10 orang Panitera Pengganti, 13 orang Jurusita, dan 12 

orang Jurusita Pengganti dari Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan. 

Adapun Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial terdiri dari 3 kegiatan, 

antara lain : 

1. Bimbingan Teknis Kompetensi Penyusunan Spesifikasi dan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) yang diikuti oleh 18 orang pegawai terdiri dari 6 orang dari 

Pengadilan Tingkat Banding dan 12 orang dari Pengadilan Tingkat Pertama. 

2. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Pelinaian Prestasi Kerja PNS yang diikuti oleh 52 orang yang terdiri dari 

13 orang Ketua, 13 orang Panitera/ Sekretaris, 13 orang Kasubbag/Kaur 

Kepegawaian dan 13 orang operator kepegawaian. 

3. Pendidikan dan Pelatihan serta ujian sertifikasi ahli pengadaan barang / jasa 

pemerintah yang diikuti oleh pejabat dan pegawai yang menangani pengadaan 

barang dan jasa  dilingkungan peradilan agama se Kalimantan Selatan dengan 

jumlah 28 orang, yang terdiri dari 25 orang dari Pengadilan Agama se 

Kalimantan Selatan dan 3 dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan yang 

dinyatakan lulus sebanyak 7 orang. Hal ini disebabkan tingkat kesulitan yang 

cukup tinggi bagi peserta ujian dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. 
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C. Akuntabilitas Keuangan 

No Uraian Program Pagu Realisasi % 
1 

 

 
 

 

2 

 

Program Dukungan 

Manajemen Dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya MA 

 

Program Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan Agama 

Rp18.899.222.000 

 

 
 

 

Rp.   250.636.000 

 

 

Rp.18.715.124.352 

 

 
 

 

Rp.   250.443.830 

 

99,24% 

 

 
 

 

99,92% 

 

 

 Jumlah Rp.19.149.858.000 Rp.18.965.568.182 99,04% 

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Mahkamah Agung dengan pagu sebesar Rp. 18.899.222.000,- dapat 
terealisasi sebesar Rp. 18.715.124.352,- atau mencapai realisasi 99,24%. 

Pada program ini kegiatannya berupa  

a. Pembayaran gaji dan honorarium pegawai 

b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 

c. Pelayanan pubik atau birokrasi 

2. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar        

Rp. 250.636.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 250.443.830,- atau mencapai 

realisasi 99,92%. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa 

bimbingan teknis bagi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan 
Jurusita Pengganti di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2014 
 41 

 
 
 
A.  Kesimpulan  

 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang merupakan pengadilan 

tingkat banding bagi Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan, tentunya harus 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, sehingga akan 

terwujud peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak 

adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga lainnya. Putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan menjadi panutan bagi para pihak 

yang berperkara.  

 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dalam pembuatan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggung jawaban, 

karena LAKIP Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melaporkan capaian kinerja 

selama tahun 2014. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin tahun 2014 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk 
meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan 

putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi 

masyarakat pencari keadilan. 

  Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ini 

merupakan upaya penggambaran secara konkrit berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan pada tahun 2014. Namun demikian kami menyadari bahwa 

pembuatan laporan akuntabilitas ini masih sangat perlu disempurkan. Semoga 

laporan akuntabilitas ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
B. Saran-Saran 

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh 

pelaksanaan tugas yustisial dan administratif di wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Agama Banjarmasin untuk memberikan pelayanan yang baik dan 

memberikan aksestabel kepada masyarakat pencari keadilan. 

2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target 

indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat 

PENUTUP BAB IV 
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dengan mempertimbangkan tujuan lembaga (Peradilan Agama) secara tepat 

berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. 

3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal 

sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka 

optimalisasi mekanisme manajemen internal lembaga (Pembinaan dan 

Pengawasan pada Pengadilan) akan ditingkatkan untuk melakukan 

monitoring dan mengevaluasinya. 

4. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efekektif, perlu direalisasikan 

sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu 
kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan berbanding lurus dengan output dan outcome kegiatan yang 

bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat 

dan akuntabel. 

5. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara 

nyata dan akuntabel. 



 
 
 
 

LAMPIRAN 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
TAHUN 2014 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 
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 No  
Sasaran Strageis 

 
Indikator K

inerja 
 

 
Penjelasan 

Penanggung 
Jaw

ab 
Sum

ber D
ata 

1. 
M

eningkatnya 

proses pendaftaran 

perkara 
banding 

secara 
tertib 

dan 

cepat 

Persentase 
perkara 

banding 
yang 

diregistrasi 

m
elalui aplikasi SIAD

PTA 

Perbandingan antara jum
lah perkara 

yang 
diinput 

ke 
dalam

 
aplikasi 

SIAD
PTA 

dengan 
jum

lah 
perkara 

diterim
a pada tahun 

berjalan 
dikali 

100%
 

Kepaniteraan 
Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan 

Persentase 
penyam

paian 

berkas 
perkara 

banding 

yang 
diterim

a 
dari 

PA 

pengaju secara lengkap 

Perbandingan antara jum
lah perkara 

yang diajukan secara lengkap dengan 

jum
lah perkara diterim

a pada tahun 

berjalan dikali 100%
 

Kepaniteraan 
Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan 

2. 
M

eningkatnya 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikana 

Perbandingan 
sisa 

perkara 
yang 

diselesaikan 
dengan 

sisa 
perkara 

yang harus diselesaikan 

H
akim

 M
ajelis dan 

Panitera 

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan 

b. Persentase 
perkara 

yang diselesaikan  

Perbandingan 
perkara 

yang 

diselesaikan 
dengan 

perkara 
yang 

akan 
diselesaikan 

(saldo 
aw

al 
dan 

perkara yang m
asuk) 

H
akim

 M
ajelis dan 

Panitera 

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan 

c. Persentase 
perkara 

yang diselesaikan dalam
 

Perbandingan 
perkara 

yang 

diselesaikan 
dalam

 
jangka 

w
aktu 

H
akim

 M
ajelis dan 

Panitera 

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan 



jangka w
aktu m

aksim
al 

3 bulan 

m
aksim

al 
3 

bulan 
dengan 

perkara 

yang harus diselesaikan dalam
 w

aktu 

m
aksim

al 3 bulan (diluar sisa perkara) 

3. 
Peningkatan 

akseptabilitas 

putusan H
akim

 

Persentase 
penurunan 

perkara 
banding 

yang 

diajukan 
upaya 

hukum
 

Kasasi 
dan 

Peninjauan 

Kem
bali 

Perbandingan 
Jum

lah 
perkara 

banding yang diajukan upaya hukum
 

selam
a tahun berjalan dengan tahun 

sebelum
nya dikali seratus persen 

H
akim

 M
ajelis  

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan 

4. 
Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase berkas yang 

diajukan kasasi dan PK 

yang 
disam

paikan 

secara lengkap 

Perbandingan 
antara 

berkas 
yang 

diajukan Kasasi dan PK yang lengkap 

(terdiri dari bundel A dan B) dengan 

jum
lah berkas yang diajukan Kasasi 

dan PK 

Kepaniteraan 
Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan 

b. Persentase berkas yang 

diregister 
dan 

siap 

didistribusikan ke M
ajelis  

Perbandingan antara berkas perkara 

yang diterim
a Kepaniteraan dengan 

berkas perkara yang didistribusikan 

ke M
ajelis 

Kepaniteraan 
Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan 

c. R
atio 

M
ajelis 

H
akim

 

terhadap perkara 

Perbandingan 
ratio 

M
ajelis 

H
akim

 

dibandingkan dengan perkara m
asuk 

Kepaniteraan 
Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan 

5. 
M

eningkatnya 

aksesibilitas 

m
asyarakat 

terhadap peradilan 

Persentase 
publikasi 

putusan/ penetapan perkara 

yang dapat diakses secara 
on line 

Perbandingan 
putusan/penetapan 

yang 
dipublikasikan 

di 
w

ebsite 

dengan 
jum

lah 
putusan/penetapan 

tahun berjalan 

Kepanitera/Kesekr
etar iatan 

Laporan Bulanan dan 
Laporan Tahunan 



(access to justice) 

6. 
M

eningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 
putusan 

pengadilan 

Persentase 
perm

ohonan 

eksekusi 
atas 

putusan 

perkara 
perdata 

yang 

berkekuatan 
hukum

 
tetap 

yang ditindak lanjuti 

Perbandingan 
jum

lah 
perm

ohonan 

eksekusi yang ditindak lanjuti dengan 

jum
lah perm

ohonan tahun berjalan 

Ketua    Pengadilan   
& Panitera 

Laporan   Bulanan 
dan           Laporan 
Tahunan 

4. 
M

eningkatnya 

kualitas pem
binaan 

dan pengaw
asan 

a. Persentase 
pengaduan 

m
asyarakat 

yang 

ditindak lanjuti 

Perbandingan 
jum

lah 
pengaduan 

yang 
ditindaklanjuti 

m
engenai 

perilaku 
aparatur 

peradilan 
(teknis 

dan 
non 

teknis) 
dengan 

jum
lah 

pengaduan yang dilaporkan 

Ketua Pengadilan & 

Pan/Sek 

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan 

 
 

b. Persentase 
tem

uan 

yang 
dapat 

ditindak 

lanjuti 

Perbandingan 
jum

lah 
tem

uan 
yang 

ditindaklanjuti dengan jum
lah tem

uan 

yang dilaporkan 

Ketua Pengadilan 
Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan 

5. 
Peningkatan 

kualitas SD
M

 

a. Persentase 
pegaw

ai 

yang lulus diklat teknis 

yudisial. 

Perbandingan 
antara 

SD
M

 
Teknis 

yang lulus/bersertifikat dengan jum
lah 

yang m
engikuti diklat 

Panitera/Sekretaris 
Laporan Tahunan 

 
 

b. Persentase 
pegaw

ai 

yang 
lulus 

diklat 
non 

yudisial 

Perbandingan 
antara 

SD
M

 
 

N
on 

teknis 
yang 

lulus/bersertifikat 
diklat  

Kepem
im

pinan, 
Sertifikasi 

Pengadaan barang dan jasa. 

Panitera/Sekretaris 
Laporan Tahunan 

 



 
 
 
 
 
 

KEPUTUSAN KETUA 
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

NOMOR :  W15-A/1148a/OT.01.2/VII/2014 
 

TENTANG 
REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 
 

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 
 

Menimbang : 1
. 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal  3  dan pasal  4  
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 

  2
. 

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, dan dimulainya Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 maka 
Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk 
penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU). 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung. 

  2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman 

  3. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor  :  8  Tahun  2006  tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

  5. Peraturan Presiden Nomor :  7   Tahun   2005    tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 

  6. Peraturan Presiden Nomor :  9 Tahun 2005  tentang Kedudukan, 
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 

  7. Peraturan Presiden Nomor  :   13  Tahun  2005   tentang 
Sekretariat Mahkamah Agung. 

  8. Peraturan Presiden Nomor :   14  Tahun  2005  tentang 
Kepaniteraan Mahkamah Agung. 

  9. Peraturan Menteri    Negara     Pendayagunaan Aparatur      
Negara    Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja. 
 
 
 

 



 
 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN  KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA 
BANJARMASIN  TENTANG  PENETAPAN  INDIKATOR KINERJA 
UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN. 

Pertama  

: 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran 
peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan 
Tinggi Agama Banjarmasin, untuk menetapkan rencana kinerja 
tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun 
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja 
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen 
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 2014. 

Kedua  Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap 
pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan 
disampaikan kepada MENPAN. 

Ketiga  Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan 
keputusan/peraturan ini, Inspektorat Pengawas Bidang Badan 
Pengawasan diberikan tugas untuk : 

  a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam 
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam 
laporan akuntabilitas kinerja.  

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan 
melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung. 

Keempat  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruanakan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 

   

 

 

Ditetapkan di Banjarmasin 
Pada Tanggal :  03 Juli 2014 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama 
Banjarmasin, 

  

 
Drs. H. Djafar Abdul Muchith, S.H., M.H.I. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENETAPAN KINERJA  
TAHUN 2014 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

 



PENETAPAN KINERJA 

 

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 
TAHUN ANGGARAN 2014 

 
  

No 
 

Sasaran Strageis 

 
Indikator Kinerja 

 
Target 

1. Meningkatnya proses 

pendaftaran perkara 

banding secara tertib 

dan cepat 

Persentase perkara banding 

yang diregistrasi melalui aplikasi 

SIADPTA 

100% 

Persentase penyampaian 

berkas perkara banding yang 

diterima dari PA pengaju secara 

lengkap 

100% 

2. Meningkatnya 

penyelesaian perkara 

a. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikana 

100% 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan  

100% 

c. Persentase perkara yang 

diselesaikan dalam jangka 

waktu maksimal 3 bulan 

100% 

3. Peningkatan 

akseptabilitas putusan 

Hakim 

Persentase penurunan perkara 

banding yang diajukan upaya 

hukum Kasasi dan Peninjauan 

Kembali 

10% 

4. Peningkatan 

efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase berkas yang 

diajukan kasasi dan PK yang 

disampaikan secara lengkap 

100% 

b. Persentase berkas yang 

diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis  

100% 

c. Ratio Majelis Hakim terhadap 

perkara 

50% 

5. Meningkatnya Persentase publikasi putusan/ 100% 



aksesibilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (access to 

justice) 

penetapan perkara yang dapat 
diakses secara on line 

6. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase permohonan 

eksekusi atas putusan perkara 

perdata yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindak 

lanjuti 

100% 

4. Meningkatnya kualitas 

pembinaan dan 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan 

masyarakat yang ditindak 

lanjuti 

100% 

  b. Persentase temuan yang 

dapat ditindak lanjuti 

100% 

5. Peningkatan kualitas 

SDM 

a. Persentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yudisial. 

100% 

  b. Persentase pegawai yang 

lulus diklat non yudisial 

50% 

 
Jumlah Anggaran kegiatan Rp. 19.149.858.000,- 
 
  
                                                                           Banjarmasin, 12 Pebruari 2014 
Ketua Pengadilan                                                        Panitera/Sekretaris 
 

 

 
Drs. H. Djafar Abdul Muchith, SH., M.H.I.                              H. Ma’sum Umar, S.H., M.H.  
NIP. 19530623.198103.1.003     NIP. 19680811.199303.1.003 
 



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama : H. Ma’sum Umar, S.H., M.H. 
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 
 
Nama : Drs. H. Djafar Abdul Muchith, S.H., M.H.I. 
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 
 
Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai 

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang 

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. 
 
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
  

Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

Pihak Kedua 

      Banjarmasin, 12 Pebruari 2014 
Panitera/Sekretaris 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 
Pihak Pertama 

 
 

Drs. H. Djafar Abdul Muchith, S.H., M.H.I. 
NIP. 19530623.198103.1.003 

 
 

H. Ma’sum Umar, S.H., M.H. 
NIP. 19680811.199303.1.003 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENETAPAN KINERJA  
TAHUN 2015 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

 

  



PENETAPAN KINERJA 

 

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 
TAHUN ANGGARAN 2015 
  
No 

 
Sasaran Strageis 

 
Indikator Kinerja 

 
Target 

1. Meningkatnya proses 

pendaftaran perkara 

banding secara tertib 

dan cepat 

Persentase perkara banding 

yang diregistrasi melalui aplikasi 

SIADPTA 

100% 

Persentase penyampaian 

berkas perkara banding yang 

diterima dari PA pengaju secara 

lengkap 

100% 

2. Meningkatnya 

penyelesaian perkara 

a. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikana 
100% 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan  
100% 

c. Persentase perkara yang 

diselesaikan dalam jangka 

waktu maksimal 3 bulan 

100% 

3. Peningkatan 

akseptabilitas putusan 

Hakim 

Persentase penurunan perkara 

banding yang diajukan upaya 

hukum Kasasi dan Peninjauan 

Kembali 

5% 

4. Peningkatan 

efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase berkas yang 

diajukan kasasi dan PK yang 

disampaikan secara lengkap 

50% 

b. Persentase berkas yang 

diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis  

100% 

c. Ratio Majelis Hakim terhadap 

perkara 
30% 

5. Meningkatnya 

aksesibilitas 

Persentase publikasi putusan/ 

penetapan perkara yang dapat 
100% 



masyarakat terhadap 

peradilan (access to 

justice) 

diakses secara on line 

6. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase permohonan 

eksekusi atas putusan perkara 

perdata yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindak 

lanjuti 

100% 

4. Meningkatnya kualitas 

pembinaan dan 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan 

masyarakat yang ditindak 

lanjuti 

100% 

  b. Persentase temuan yang 

dapat ditindak lanjuti 
100% 

5. Peningkatan kualitas 

SDM 

a. Persentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yudisial. 
100% 

  b. Persentase pegawai yang 

lulus diklat non yudisial 
20% 

 
Jumlah Anggaran kegiatan Rp. 21.576.975.000,- 
 
  
                                                                           Banjarmasin, 23 Pebruari 2015 
Ketua Pengadilan                                                        Panitera/Sekretaris 
 

 

 
Drs. H.M. Said Munji, SH., M.H.                                  H. Ma’sum Umar, S.H., M.H.  
NIP. 19530623.198103.1.003     NIP. 19680811.199303.1.003 



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : H. Ma’sum Umar, S.H., M.H. 
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 
 
Nama : Drs. H. M. Said Munji, SH., M.H. 
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 
 
Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai 

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang 

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. 
 
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
   
 
 

Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

Pihak Kedua 

 
      Banjarmasin, 23 Pebruari 2015 

 
Panitera/Sekretaris 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 
Pihak Pertama 

 
 
 
 

Drs. H. M. Said Munji, SH., MH 
NIP. 19530623.198103.1.003 

 
 
 
 

H. Ma’sum Umar, S.H., M.H. 
NIP. 19680811.199303.1.003 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA KINERJA  
TAHUN 2016 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

 

  



RENCANA KINERJA TAHUNAN 

 

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 
TAHUN ANGGARAN 2016 
  
No 

 
Sasaran Strageis 

 
Indikator Kinerja 

 
Target 

1. Meningkatnya proses 

pendaftaran perkara 

banding secara tertib 

dan cepat 

Persentase perkara banding 

yang diregistrasi melalui aplikasi 

SIADPTA 

100% 

Persentase penyampaian 

berkas perkara banding yang 

diterima dari PA pengaju secara 

lengkap 

100% 

2. Meningkatnya 

penyelesaian perkara 

a. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikana 
100% 

b. Persentase perkara yang 

diselesaikan  
100% 

c. Persentase perkara yang 

diselesaikan dalam jangka 

waktu maksimal 3 bulan 

100% 

3. Peningkatan 

akseptabilitas putusan 

Hakim 

Persentase penurunan perkara 

banding yang diajukan upaya 

hukum Kasasi dan Peninjauan 

Kembali 

7% 

4. Peningkatan 

efektifitas pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase berkas yang 

diajukan kasasi dan PK yang 

disampaikan secara lengkap 

55% 

b. Persentase berkas yang 

diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis  

100% 

c. Ratio Majelis Hakim terhadap 

perkara 
35% 

5. Meningkatnya 

aksesibilitas 

Persentase publikasi putusan/ 

penetapan perkara yang dapat 
100% 



masyarakat terhadap 

peradilan (access to 

justice) 

diakses secara on line 

6. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase permohonan 

eksekusi atas putusan perkara 

perdata yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindak 

lanjuti 

100% 

4. Meningkatnya kualitas 

pembinaan dan 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan 

masyarakat yang ditindak 

lanjuti 

100% 

  b. Persentase temuan yang 

dapat ditindak lanjuti 
100% 

5. Peningkatan kualitas 

SDM 

a. Persentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yudisial. 
100% 

  b. Persentase pegawai yang 

lulus diklat non yudisial 
23% 

 
 
  

                                                                           
Banjarmasin, 23 Pebruari 2015 
Ketua,                                                    
   
 

 

 
Drs. H.M. Said Munji, SH., M.H.    
NIP. 19530623.198103.1.003
    
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVIEW RENCANA STRATEGI  
TAHUN 2010-2014 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Review 

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 2010-2014.  

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang 

berada di propinsi Kalimantan Selatan.  

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan 

amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan 

bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu memberikan sumbangan pemikiran dalam menyusun Renstra ini. 

Semoga bermanfaat dan  dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, 

biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin.   

                                                   

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, 

Ketua, 

 

 

 
Drs. H. Said Munji, S.H., M.H. 
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BAB I - PENDAHULUAN 
 
 
1.1. KONDISI UMUM 
 

 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang merupakan kawal depan 

Mahkamah Agung RI pada Peradilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan 

mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para 

pencari keadilan, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap 

Pengadilan Agama yang berada diwilayah hukumnya. Berdasarkan pasal 49,51dan 

52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 

dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah : 

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat 

banding.  

2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar 

Pengadilan Agama diwilayah hukumnya. 

3. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang. 

 Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 

perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari’ah. 

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar 

dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari’ah. 

Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan 

makin memperkuat eksintensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu 

lembaga penegak hukum di Indonesia. 
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Pada tahun 2014, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di 

Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 59 (Lima Puluh Sembilan) orang dengan 

rincian sebagi berikut : 

Ketua/Wakil Ketua  :  2 orang 

Hakim  : 18 orang 

Pansek/Wapan/Wasek  :  3 orang 

Panmud/Kasub  :  5 orang 

Panitera Pengganti  :  8 orang 

Staf    : 23 orang 

 

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama membawahi 13 (tiga belas) 

Pengadilan Tingkat Pertama yaitu : 

1. Pengadilan Agama Banjarmasin 

2. Pengadilan Agama Banjarbaru 

3. Pengadilan Agama Martapura 

4. Pengadilan Agama Rantau 

5. Pengadilan Agama Kandangan 

6. Pengadilan Agama Negara 

7. Pengadilan Agama Barabai 

8. Pengadilan Agama Amuntai 

9. Pengadilan Agama Tanjung 

10. Pengadilan Agama Marabahan 

11. Pengadilan Agama Pelaihari 

12. Pengadilan Agama Kotabaru 

13. Pengadilan Agama Batulicin 

 

 
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

A. Kekuatan (Strength) 
Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama mencakup hal-hal yang memang 

sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal 

yang dikembangkan kemudian, mencakup: 

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Kalimantan Selatan  
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2. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. merupakan unsur Muspida dan 

memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan 

Selatan 

3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan 

mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi 

Agama Banjarmasin selaku Pengadilan Tingkat Banding 

 
B. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

dirinci dalam beberpa aspek: 

1. Aspek Proses Peradilan 

 Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan 

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin belum mempunyai kewenangan 

untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan 

 Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan 

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

 Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja 

4. Aspek Sarana dan Prasarana 

 Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dari 

pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan 

 
C. Peluang (Opportunities) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama 

Ponianak untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 

1. Aspek Proses Peradilan 

 Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses 

berperkara 
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 Segala informasi dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

telah dapat diakses secara mudah melalui website sebagai bentuk 

transparansi dan keterbukaan informasi publik 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam 

peningkatan kinerja 

 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin maupun Mahkamah Agung untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

 Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik 

untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin  

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

 Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi 

Agama Banjarmasin berupa internet, website Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin 

 
D. Tantangan yang dihadapi (Threats) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat 

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 

1. Aspek Proses Peradilan 

 Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa 

pengadilan  

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

 Personil di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin belum seluruhnya 

menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

 Masih kurangnya tenaga di bidang IT dalam mendukung pelaksanaan 

administrasi baik kepaniteraan maupun kesekretariatan 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 
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 Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja 

aparat peradilan 

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

 Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman 

administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama 

Banjarmasin membutuhkan waktu lebih lama 

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

 Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana 

tidak sesuai dengan kebutuhan 
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BAB II - VISI, MISI, TUJUAN 
 
 
2.1. VISI  

Review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 

2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan 

tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui 

penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem 

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan 

efesiensi.  

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. 

diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang 

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, sebagai pedoman 

dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan 

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014. 

 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan 

Tinggi Agama Banjarmasin  

Visi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengacu pada Visi Mahkamah 

Agung RI adalah sebagai berikut : 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN  

YANG AGUNG” 

 
2.2. MISI  

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan percepatan proses administrasi dan penyelesaian perkara. 

2. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. 

3. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan 

4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan 
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2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi Pengadilan . Tinggi Agama Banjarmasin 

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. 

adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya peningkatan percepatan proses administrasi dan penyelesaian 

perkara. 

2. Terwujudnya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari 

keadilan. 

3. Terwujudnya peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan. 

4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 

 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 

2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya proses pendaftaran perkara banding secara tertib dan cepat 

2. Meningkatnya penyelesaian perkara banding 

3. Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim 

4. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

5. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) 

6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan  

7. Meningkatnya kualitas pengawasan 

8. Peningkatan kualitas SDM 
 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan 

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator 

kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : 

 
No 

 
Sasaran Strageis 

 
Indikator Kinerja 

 

 
Penjelasan 

1. Meningkatnya Persentase perkara Perbandingan antara 
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proses pendaftaran 

perkara banding 

secara tertib dan 

cepat 

banding yang diregistrasi 

melalui aplikasi SIADPTA 

jumlah perkara yang 

diinput ke dalam 

aplikasi SIADPTA 

dengan jumlah perkara 

diterima pada tahun 
berjalan dikali 100% 

Persentase penyampaian 

berkas perkara banding 

yang diterima dari PA 

pengaju secara lengkap 

Perbandingan antara 

jumlah perkara yang 

diajukan secara 

lengkap dengan jumlah 

perkara diterima pada 

tahun berjalan dikali 
100% 

2. Meningkatnya 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

Perbandingan sisa 

perkara yang 

diselesaikan dengan 

sisa perkara yang 
harus diselesaikan 

b. Persentase perkara 

yang diselesaikan  

Perbandingan perkara 

yang diselesaikan 

dengan perkara yang 

akan diselesaikan 

(saldo awal dan 
perkara yang masuk) 

c. Persentase perkara 

yang diselesaikan 

dalam jangka waktu 

maksimal 3 bulan 

Perbandingan perkara 

yang diselesaikan 

dalam jangka waktu 

maksimal 3 bulan 

dengan perkara yang 

harus diselesaikan 

dalam waktu maksimal 

3 bulan (diluar sisa 
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perkara) 

3. Peningkatan 

akseptabilitas 

putusan Hakim 

Persentase penurunan 

perkara banding yang 

diajukan upaya hukum 

Kasasi dan Peninjauan 

Kembali 

Perbandingan Jumlah 

perkara banding yang 

diajukan upaya hukum 

selama tahun berjalan 

dengan tahun 

sebelumnya dikali 

seratus persen 

4. Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a. Persentase berkas 

yang diajukan kasasi 

dan PK yang 

disampaikan secara 

lengkap 

Perbandingan antara 

berkas yang diajukan 

Kasasi dan PK yang 

lengkap (terdiri dari 

bundel A dan B) 

dengan jumlah berkas 

yang diajukan Kasasi 
dan PK 

b. Persentase berkas 

yang diregister dan 

siap didistribusikan ke 

Majelis  

Perbandingan antara 

berkas perkara yang 

diterima Kepaniteraan 

dengan berkas perkara 

yang didistribusikan ke 
Majelis 

c. Ratio Majelis Hakim 

terhadap perkara 

Perbandingan ratio 

Majelis Hakim 

dibandingkan dengan 
perkara masuk 

5. Meningkatnya 

aksesibilitas 

masyarakat 

terhadap peradilan 

(access to justice) 

Persentase publikasi 

putusan/ penetapan 

perkara yang dapat 
diakses secara on line 

Perbandingan 

putusan/penetapan 

yang dipublikasikan di 

website dengan jumlah 

putusan/penetapan 
tahun berjalan 
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6. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase permohonan 

eksekusi atas putusan 

perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap 
yang ditindak lanjuti 

Perbandingan jumlah 

permohonan eksekusi 

yang ditindak lanjuti 

dengan jumlah 

permohonan tahun 
berjalan 

4. Meningkatnya 

kualitas pembinaan 

dan pengawasan 

a. Persentase pengaduan 

masyarakat yang 

ditindak lanjuti 

Perbandingan jumlah 

pengaduan yang 

ditindaklanjuti 

mengenai perilaku 

aparatur peradilan 

(teknis dan non teknis) 

dengan jumlah 

pengaduan yang 
dilaporkan 

b. Persentase temuan 

yang dapat ditindak 

lanjuti 

Perbandingan jumlah 

temuan yang 

ditindaklanjuti dengan 

jumlah temuan yang 

dilaporkan 

5. Peningkatan kualitas 

SDM 

a. Persentase pegawai 

yang lulus diklat teknis 

yudisial. 

Perbandingan antara 

SDM Teknis yang 

lulus/bersertifikat 

dengan jumlah yang 

mengikuti diklat 

b. Persentase pegawai 

yang lulus diklat non 

yudisial 

Perbandingan antara 

SDM  Non teknis yang 

lulus/bersertifikat diklat  

Kepemimpinan, 

Sertifikasi Pengadaan 

barang dan jasa. 
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2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN  
Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan 

Tinggi Agama Banjarmasin untuk mewujudkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan 

dilaksanakan sebagai berikut : 
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan 

program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, 

tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. 

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

adalah :  

1. Penyelesaian Perkara Perdata 

2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata 

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat 

waktu 

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara  
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai 

pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam 

program ini adalah : 

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa 
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BAB III-ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
 
 
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA 
BANJARMASIN 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menetapkan arah dan kebijakan 

dan strategi sebagai berikut : 

1. Peningkatan kinerja.  
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem 

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat 

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat 

mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses 

peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan 

kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur 

peradilan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi 

peningkatan kinerja : 

 Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi 

sesuai dengan kompetensi  

 Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin 

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi 

rasa keadilan masyarakat. 

 Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya 

 Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan 

teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja. 

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan 

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

 Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas 

hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima 

layanan.  
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 Memiliki mekanisme penanganan pengaduan  

 Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan 

publik 
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BAB IV-PENUTUP 
 

 

Review Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. tahun 

2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai 

dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun 

yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta 

permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan 

strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang 

ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.  

Review Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin harus 

terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat 

terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat 

membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat 

keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.  

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan 

Tinggi Agama Banjarmasin memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi 

pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, 

sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat terwujud 

dengan baik.  
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M
ATR

IK
 R

EN
C

AN
A STR

ATEG
IS 2010 - 2014 (revisi) 

Tujuan :  
1. 

Terw
ujudnya peningkatan percepatan proses adm

inistrasi dan penyelesaian perkara. 

2. 
Terw

ujudnya peningkatan pelayanan hukum
 kepada m

asyarakat pencari keadilan. 

3. 
Terw

ujudnya peningkatan efektifitas pem
binaan dan pengaw

asan. 

4. 
Terw

ujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 

 
 No  

Sasaran Strageis 
 

Indikator K
inerja 

 

Target K
inerja 

2010 
2011 

2012 
2013 

2014 

1. 
M

eningkatnya proses 

pendaftaran perkara 

banding secara tertib 

dan cepat 

Persentase 
perkara 

banding 
yang 

diregistrasi m
elalui aplikasi SIAD

PTA 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

Persentase penyam
paian berkas perkara 

banding yang diterim
a dari PA pengaju 

secara lengkap 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

2. 
M

eningkatnya 

penyelesaian perkara 

a. Persentase 
sisa 

perkara 
yang 

diselesaikana 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

b. Persentase 
perkara 

yang 

diselesaikan  
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

c. Persentase 
perkara 

yang 

diselesaikan 
dalam

 
jangka 

w
aktu 

m
aksim

al 3 bulan 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

3. 
Peningkatan 

akseptabilitas putusan 

H
akim

 

Persentase penurunan perkara banding 

yang diajukan upaya hukum
 Kasasi dan 

Peninjauan Kem
bali 

5%
 

7%
 

10%
 

12%
 

15%
 



4. 
Peningkatan efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase 
berkas 

yang 
diajukan 

kasasi 
dan 

PK 
yang 

disam
paikan 

secara lengkap 

50%
 

55%
 

60%
 

63%
 

65%
 

b. Persentase 
berkas 

yang 
diregister 

dan siap didistribusikan ke M
ajelis  

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

c. R
atio M

ajelis H
akim

 terhadap perkara 
30%

 
35%

 
40%

 
45%

 
50%

 

5. 
M

eningkatnya 

aksesibilitas m
asyarakat 

terhadap peradilan 

(access to justice) 

Persentase publikasi putusan/ penetapan 
perkara yang dapat diakses secara on 

line 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

6. 
M

eningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase perm
ohonan eksekusi atas 

putusan 
perkara 

perdata 
yang 

berkekuatan hukum
 tetap yang ditindak 

lanjuti 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

4. 
M

eningkatnya kualitas 

pem
binaan dan 

pengaw
asan 

a. Persentase 
pengaduan 

m
asyarakat 

yang ditindak lanjuti 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

b. Persentase 
tem

uan 
yang 

dapat 

ditindak lanjuti 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

5. 
Peningkatan kualitas 

SD
M

 

a. Persentase pegaw
ai yang lulus diklat 

teknis yudisial. 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

b. Persentase pegaw
ai yang lulus diklat 

non yudisial 
20%

 
23%

 
25%

 
30%

 
40%

 

   



 
 
 
 
 
 

KEPUTUSAN KETUA 
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

NOMOR :  W15-A/970a/OT.01.2/VI/2014 
 

TENTANG 
REVIEW RENCANA STRATEGIS 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 
TAHUN 2010-2014 

 

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (2010-2035) diperlukan 
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 
Tahun 2010-2014; 

  b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja 
Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu 
mereview Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2014, 
mengingat adanya sasaran -sasaran strategis yang perlu 
disesuaikan dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama 
Banjarmasin; 

  c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu dikeluaran 
keputusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengenai 
Review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama 
Banjarmasin Tahun 2010-2014. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 
Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 

  2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 

  3. Undang-Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama; 

  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2004-2009; 

  5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Nasional; 



 
 
 

  6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

  7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 
tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 

  9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi di Pengadilan; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

  11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Mahkamah Agung RI; 

 
M E M U T U S K A N 

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA 
BANJARMASIN TENTANG REVIEW RENCANA STRATEGIS 
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2010-2014; 

Pertama : Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, 
merupakan acuan ukuran kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Agama selama 5 tahun;   

Kedua : Rencana Strategis ini merupakan alat untuk menyusun perencanaan 
tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas 
kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan 
pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan; 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak di sahkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana 
mestinya. 

  Ditetapkan di Banjarmasin 
Pada Tanggal : 10 Juni 2014 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, 

 
      

Drs. H. Djafar Abdul Muchith, S.H., M.H.I. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA STRATEGIS 
TAHUN 2015-2019 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

 

  



M
ATR

IK
 R

EN
C

AN
A STR

ATEG
IS 2015 - 2019 

Tujuan :  
1. 

Terw
ujudnya peningkatan percepatan proses adm

inistrasi dan penyelesaian perkara. 

2. 
Terw

ujudnya peningkatan pelayanan hukum
 kepada m

asyarakat pencari keadilan. 

3. 
Terw

ujudnya peningkatan efektifitas pem
binaan dan pengaw

asan. 

4. 
Terw

ujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 

 
 No  

Sasaran Strageis 
 

Indikator K
inerja 

 

Target K
inerja 

2015 
2016 

2017 
2018 

2019 

1. 
M

eningkatnya proses 

pendaftaran perkara 

banding secara tertib 

dan cepat 

Persentase 
perkara 

banding 
yang 

diregistrasi m
elalui aplikasi SIAD

PTA 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

Persentase penyam
paian berkas perkara 

banding yang diterim
a dari PA pengaju 

secara lengkap 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

2. 
M

eningkatnya 

penyelesaian perkara 

a. Persentase 
sisa 

perkara 
yang 

diselesaikan 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

b. Persentase 
perkara 

yang 

diselesaikan  
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

c. Persentase 
perkara 

yang 

diselesaikan 
dalam

 
jangka 

w
aktu 

m
aksim

al 3 bulan 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

3. 
Peningkatan 

akseptabilitas putusan 

H
akim

 

Persentase penurunan perkara banding 

yang diajukan upaya hukum
 Kasasi dan 

Peninjauan Kem
bali 

5%
 

7%
 

10%
 

12%
 

15%
 



4. 
Peningkatan efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian perkara 

a. Persentase 
berkas 

yang 
diajukan 

kasasi 
dan 

PK 
yang 

disam
paikan 

secara lengkap 

50%
 

55%
 

60%
 

63%
 

65%
 

b. Persentase 
berkas 

yang 
diregister 

dan siap didistribusikan ke M
ajelis  

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

c. R
atio M

ajelis H
akim

 terhadap perkara 
30%

 
35%

 
40%

 
45%

 
50%

 

5. 
M

eningkatnya 

aksesibilitas m
asyarakat 

terhadap peradilan 

(access to justice) 

Persentase publikasi putusan/ penetapan 
perkara yang dapat diakses secara on 

line 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

6. 
M

eningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase perm
ohonan eksekusi atas 

putusan 
perkara 

perdata 
yang 

berkekuatan hukum
 tetap yang ditindak 

lanjuti 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

4. 
M

eningkatnya kualitas 

pem
binaan dan 

pengaw
asan 

a. Persentase 
pengaduan 

m
asyarakat 

yang ditindak lanjuti 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

b. Persentase 
tem

uan 
yang 

dapat 

ditindak lanjuti 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

5. 
Peningkatan kualitas 

SD
M

 

a. Persentase pegaw
ai yang lulus diklat 

teknis yudisial. 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 
100%

 

b. Persentase pegaw
ai yang lulus diklat 

non yudisial 
20%

 
23%

 
25%

 
30%

 
40%

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA KERJA ANGGARAN 
TAHUN 2014 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

 

  



RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) 
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2014 

 

Program/Kegiatan 
Tahun 2014 

Volume Jumlah Harga 
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

  

Layanan Perkantoran 12 Bulan 18.899.222.000 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama   

Penyelesaian Administrasi Perkara 13 Perkara 52.000 

Bimbingan / Pembinaan Penanganan dan 

Penyelesaian Perkara 

2 Kegiatan 250.519.000 

Penyelesaian Putusan 13 Perkara 65.000 

Jumlah  19.149.858.000 
 

 

                                                                           Banjarmasin, 23 Pebruari 2015 

Ketua Pengadilan                                                        Panitera/Sekretaris 

 

 

Drs. H.M. Said Munji, SH., M.H.                                  H. Ma’sum Umar, S.H., M.H.  

NIP. 19530623.198103.1.003     NIP. 19680811.199303.1.003 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA KERJA ANGGARAN 
TAHUN 2015 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

 

  



RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) 
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 

 

Program/Kegiatan 
Tahun 2014 

Volume Jumlah Harga 
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

  

Layanan Perkantoran 12 Bulan 20.062.852.000 

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 12 Bulan 621.787.000 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Mahkamah Agung 

  

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 17 Unit 116.000.000 

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 26 Unit 67.000.000 

Gedung/Bangunan 350,00 M2 458.700.000 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama   

Penyelesaian Administrasi Perkara 26 Perkara 130.000 

Bimbingan / Pembinaan Penanganan dan 

Penyelesaian Perkara 

2 Kegiatan 250.506.000 

Jumlah  21.576.975.000 
 

 

                                                                           Banjarmasin, 23 Pebruari 2015 

Ketua Pengadilan                                                        Panitera/Sekretaris 
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